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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui Pengaturan hukum 

terhadap hak cipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta  dan Untuk Mengetahui bentuk sanksi pidana Hak Cipta Lagu berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jenis penelitian dalam 

penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian 

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada 

studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan 

hukum yang ada dan berlaku.   

Hasil penelitian menunjukan Pengaturan hukum hak cipta berdasarkan UU No 28 

Tahun 2014 lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-

pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. UU No  28 Tahun 2014 membahas lebih detail 

isu yang sebelumnya telah dicantumkan dalam undang-undang lama. Selain itu dalam 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur juga tentang pengalihan 

hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta adalah benda 

bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia. 

Sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, ditingkatkan 

menjadi lebih berat jika dibandingkan dengan undang-undang hak cipta sebelumnya dari 

pidana penjara paling singkat 1 (Satu) bulan dan/atau denda paling sedikit 

Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan 

atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah) - vide Pasal 72 ayat 

(1) sampai ayat (9) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 berubah menjadi pidana 

penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan/atau pidana denda Rp.100.000.000,00 (Seratus 

juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 

paling lama banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) – vide Pasal 113 ayat (1) 

sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. 
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PENDAHULUAN 

Mengenai pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik juga terjadi banyak 

sekali pelanggaran-pelanggaran media atau alat, yang digunakannya pun banyak sekali 

bentuknya. Alat atau media yang digunakan pada dasarnya bisa berbentuk kaset maupun 

Cakram Optik seperti : Compact Disc (CD) , Video Compact Disc (VCD), ataupun 

Digital Video Disc (DVD). Permasalahan ini terus saja banyak terjadi, hingga saat ini 

belum juga ditemukan bagaimana cara untuk menanggulangi terhadap banyaknya kasus-

kasus pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau 

musik, terutama media atau alat yang digunakan yang berbentuk kaset, Compact Disc, 

Digital Video Disc, Video Compact Disc.  

Di sini terlihat bahwa bukan hanya pengusaha rekaman saja yang merasa 

drugikan, melainkan juga merugikan negara, karena paja yang seharusnya masuk ke 

dalam kas negara, maka dengan hal ini mereka tidak membayar pajak. Yang mana 

uangnya mengendap di kantong para pelaku pelanggar hak cipta lagu atau musik. 

Dampak dari pelanggaran Hak Cipta ini disamping akan merusak tatanan masyarakat 

pada umumnya, juga akan mengakibatkan lesunya gairah untuk berkarya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra. Dampak lainnya yang ditimbulkan adalah berkurangnya 

penghasilan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya di bayar  oleh pemegang 

Hak Cipta.
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Pelanggaran atau kejahatan terhadap hak cipta lagu semakin besar dampak 

kerugiannya bila dilakukan oleh sebuah korporasi yang dengan sengaja beritikad buruk 

ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan membajak karya seseorang, 

memperbanyak dan memperjual belikan tanpa memenuhi kewajiban sebagai pembeli 

berupa royalti kepada penciptanya dan tidak mau membayar pajak pembelian dan/atau 

pajak penjualan kepada negara. 

Diantara bentuk kejahatan hak cipta ini adalah berupa pembajakan perekaman 

kaset video dan/atau audio. Dengan merebaknya pembajakan terhadap ciptaan itu 

mempunyai pengaruh yang besar padatatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, 

hukum, sosial, dan budaya. Namun, dampak kejahatan korporasi terhadap hak cipta yang 

sedemikian besar itutidak diimbangi dengan perumusan undang-undang tentang 

korporasisebagai subyek tindak pidana. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai 

hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya Auteurswet 1912. Pada 

tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta sebagai pengganti Auteurswet 1912. Undang-undang ini kemudian diganti dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini berlaku sampai tahun 

2014, yang kemudian digantikan oleh undang-undang hak cipta terbaru yaitu Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. 

UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan Hak Cipta adalah hak 

eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – 

pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 

menentukan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama - sama yang 

                                                 
1 Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, 

Yogyakarta-jakarta, Pusat Studi Hukum VII Yogyakarta bekerja sama dengan Yayasan Klinik HAKI Jakarta, 

2 000, hal. 189.  



atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam banyak khas dan bersifat 

pribadi. Pasal 1 angka 3 menentukan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. 

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini 

disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-

pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Selain itu dalam UUHC 2014 Pasal 16 ayat (1) 

diatur juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan 

bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan 

jaminan fidusia. 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga 

didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik 

untuk mengaktualisasikannya.
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Orang dapat menggangap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan 

bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah 

universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada 

monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang 

mengganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan 

yang sebesar-besarnya bagi dirinya. 

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau 

aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat 

atau hukum positif (Indonesia).
3
 Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-

kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan 

kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu 

mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (shared 

value) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.
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KESIMPULAN 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan Hak 

Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengaturan hukum yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini 

disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat 

dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-

pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

membahas lebih detail isu yang sebelumnya telah dicantumkan dalam undang-undang 

lama. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur 

juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak 

                                                 
2 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung, Nuansa dan  Nusamedia, 

2004, hal 239. 
3 Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan 

Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,  Bandung, Alumni, 2000, hal.  4. 
4 Ibid 



cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan 

fidusia. 
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